BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dari BAB | dan BAB 1l
sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan program pembinaan pendidikan di LAPAS Kilas Il A Yogyakarta telah
berjalan, hal ini terbukti dengan telah terlaksananya program pembinaan pendidikan
yang dilakukan oleh LAPAS Klas Il A Yogyakarta, yaitu program pembinaan
pendidikan yang dilakukan melalui 2 jalur pendidikan yaitu pendidikan non formal
dan pendidikan formal. Pendidikan non formal terdiri dari Pendidikan Keaksaraan
Fungsional (KF), Bimbingan Kerja (BIMKER) dan Hasil Kerja (HAKER) yang pada
umumnya telah berjalan dengan baik, sedangkan pendidikan formal terdiri program
Kejar Paket C juga sudah berjalan tetapi pada umumnya belum berjalan dengan
maksimal atau belum berjalan dengan baik.

2. Pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh LAPAS Klas Il A
Yogyakarta dalam pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi narapidana,
sehingga membuat pelaksanaanya belum terlaksana dengan baik. Kendala-kendala
yang dihadapi adalah seperti kurangnya kemauan dan niat dari narapidana untuk
mengikuti program pembinaan pendidikan, kurangnya biaya untuk pelaksanaan
program pembinaan pendidikan tersebut, tidak adanya tenaga ahli atau staf pengajar

yang tetap untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana,
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kurangnya dukungan dari sekolah asal dari narapidana, dan kurangnya waktu dalam

pelaksanaan program pendidikan pendidikan.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang pembinaan pendidikan Narapidana di

LAPAS Klas Il A Yogyakarta, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi

masukan dalam pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta, yaitu :

1.

Pihak LAPAS harus lebih meningkatkan kemauan dan niat dari para narapidana akan
pentingnya pendidikan, agar para narapidana dapat berperan secara aktif dalam
proses-proses pelaksanaan pembinaan pendidikan yaitu dengan cara memberikan
konseling-konseling atau seminar-seminar tentang pendidikan, baik itu pendidikan
non formal ataupun pendidikan formal.

Mendatangkan tenaga ahli atau staf pengajar atau guru yang benar-benar
berkompeten dalam dunia pendidikan, agar dapat secara maksimal membantu
narapidana dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan, sehingga masalah-masalah
mengenai metode pembelajaran dan waktu pelaksanaannya dapat terlaksana dengan
baik, yaitu dengan adanya tenaga ahli atau staf pengajar yang tetap maka dengan
otomatis materi-materi pelajaran yang diberikan dapat diterima dengan baik, begitu
juga dengan waktu pelaksanaannya telah mempunyai waktu yang tetap dalam proses
pembelajarannya. Pihak LAPAS juga harus menyertakan para petugasnya untuk

mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pendidikan agar dapat tetap membantu dan
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membimbing para narapidana dalam proses pembelajarannya, yaitu bekerjasama
dengan Dinas Pendidikan DIY.

Harus adanya biaya atau dana yang tetap dari pihak LAPAS untuk program-program
pendidikan yang dilaksanakan, khususnya untuk pendidikan formal, karena bagi
narapidana yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tidak dapat mengikuti
program tersebut karena kesulitan biaya.

Pihak LAPAS harus bekerjasama dengan sekolah-sekolah asal dari para narapidana
tersebut, agar membantu keberlanjutan proses belajar para narapidana, dan juga

berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DIY.
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